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bahwa Rancangan
pada huruf a,g tel‘;ﬁra;liggg Daerah set?a_gaimapa dimaksud
bersama Ek : . as 0|f€h Panitia Legislasi Khusus
ama sekl_Jtlf terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan
Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 53 / 2007 tanggal 28
September 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, maka perlu mendapatkan Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tetrhaldap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perubar?an Atas Peraturan Daerah Kabupaten D‘?)era'h rjmelrr:\%ﬁtialr‘\
Batang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi

Kekayaan Daerah menjadi peraturan Daerah.
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8. Peraturan Daerah Kabupaten D
10 Tahun 1999 tentang Retribui?rggmzlzgigt likBaa?”Q Nomor
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bgt:: DTaehrah
1999 Nomor 15 Seri : B, No. : 7); 9 ann

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri : B No. : 1);

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 188.3 / 43 / 2007 tentang Pembentukan Pimpinan dan
Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang
Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.
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